
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
PerpanjanganPembentukanDaerahTingkat II di Kalimantan
(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 1953 Nomor9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

a. bahwa dalam rangka merringkatkan kesadaran masyarakat
dalam pembayaran Pajak Daerah serta sebagai bagian dari
upaya pemulihan ekonomi nasional dan untuk
meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi
kewajiban perpajakan Daerah;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan bayar Wajib
Pajak pasca pandemi Coronauirus Disease 2019 serta
antusias masyarakat untuk memanfaatkan program
stimulus pajak yang dapat meningkatkan penerimaanPajak
Daerah dipandang perlu memberikan perpanjangan
pelaksanaan program stimulus pajak berupa Pengurangan
PokokPajakDaerahdan PenghapusanSanksiAdministratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pemberian
PenguranganPokokPajak Daerah dan PenghapusanSanksi
Administratif Dalam RangkaHari Jadi Kota Banjarmasin ke-
497;

Mengingat:

Menimbang:

PERUBAHAN ATAS PERATURANWAL[ KOTA BANJARMASIN NOMOR
109 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGANPOKOK
PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRATIF

DALAM RANGKAHARI JADI KOTA BANJARMASIN KE-497

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAI-lA ESA
WALl KOTABANJARMASIN,

TENTANG

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2023

WALl KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta KeI".!a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent~g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta KeIja menjadi
Undang-Un dang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun
2010 ten tang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);

8. Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Sarang Burung Walet (LembaranDaerah Kota
Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19) sebagaimana yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor3);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011 Nomor7);

10.Peraturan Daerah Kota Banjannasin Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (LembaranDaerah KotaBanjarmasin Tahun 2011
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (LembaranDaerah Kota Banjarmanin Tahun
2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor53);

11.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011



Pasal9

(1) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif
se~agaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada Wajib
Pajak yang melakukan pembayaran Pajak dari tanggal 7 September 2023
sampai dengan tanggal 15 Desember 2023.

(2) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 109 Tahun
2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan
Sanksi Administratif Dalam Rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-497 (Berita
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 109) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALlKOTABANJARMASINNOMOR 109 TAHUN
2023 TENTANGPEMBERIANPENGURANGANPOKOKPAJAK
DAERAHDANPENGHAPUSANSANKSI ADMINISTRATIFDALAM
RANGKAHARI JADIKOTABANJARMASINKE-497.

Menetapkan:

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor
16);

12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011 Nomor 11);

13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2011 Nomor 12);

14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor63);

15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);



BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2023 NOMOR 138

SEKRETARIS DAE~TA BANJARMASIN,

IKHSANBUDIMAN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal c, 7 !~ov(..mber 2C_3

IBNUSINA

WALlKOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 l~OI<)mbcr 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

tidak dapat diproses, apabila Wajib Pajak yang sudah menyampaikan
permohonan tetapi belum melakukan pembayaran pada saat masa
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.


